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KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrahmaanirrahim. 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 

 Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat 

petunjuk dan hidayahNya Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok 

Tengah tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.  

 Sebagai salah satu unsur dari fungsi pelayanan umum, PPID Utama Kabupaten 

Lombok Tengah telah menjalankan kegiatan yang telah disusun sebelumnya dengan 

harapan pemahaman mengenai keterbukan informasi dapat meningkat. 

 Semoga dengan telah diselesaikannya Laporan Tahunan PPID Kabupaten 

Lombok tengah Tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan memberikan motivasi bagi 

masyarakat dan khusunya bagi PPID OPD (pembantu). 

 

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabaraktuh  

 

 

Praya,  8 Januari 2025 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Lombok Tengah 

 

 

 

 

 

Drs. H. MUHAMAD 

NIP. 196512311989031209  
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A. Pendahuluan 

 

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah menjadi landasan penting 

dalam memastikan akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki oleh 

pemerintah. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik menjadi tonggak penting dalam memperkuat 

transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Sejak diundangkan, undang-undang ini 

telah memberikan arah baru bagi tata kelola informasi publik di negara Republik 

Indonesia. 

 

Dalam konteks yang semakin kompleks dan dinamis, keterbukaan informasi 

publik menjadi prinsip yang mendasar untuk membangun negara yang demokratis 

dan berkeadilan. Undang-undang ini memberikan hak kepada setiap warga negara 

untuk memperoleh informasi yang dimiliki oleh lembaga publik, sehingga 

memungkinkan mereka untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembangunan, 

mengawasi kinerja pemerintah, serta memperjuangkan hak-hak mereka. 

 

Melalui pendekatan yang inklusif, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 

memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk secara proaktif menyediakan 

informasi yang penting dan relevan bagi masyarakat. Hal ini tidak hanya memperkuat 

hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga membantu dalam 

membangun kepercayaan dan mengurangi kesenjangan informasi. 

 

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Peraturan Bupati No 35 Tahun 

2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lebih lanjut menjabarkan 

pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok 

Tengah. Sesuai perintah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, mencakup landasan hukum, ruang lingkup, mekanisme 

pelaksanaan, serta dampaknya terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan 

partisipatif 

 

B. Pelaksaan Pelayanan Informasi Publik 

 

1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik 

 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, maka penyampaian informasi pemerintah daerah 

kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang harus disediakan untuk 

menjamin keterbukaan informasi publik. Badan Publik wajib mengumumkan 

informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan 

Publik yang bersangkutan. Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat 

ini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan juga melibatkan 

peran teknologi informasi untuk memperluas jangkauan penyebarannya. 

 

Berkenaan dengan kewajiban tersebut maka beberapa kanal yang dikelola 

dan dipergunakan sebagai saluran informasi diantaranya: 

1. Website Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah 

https://lomboktengahkab.go.id/ dan 46 website Organisasi Perangkat Daerah. 

2. Sosial media masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. 

 

https://lomboktengahkab.go.id/
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Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah 

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi. Kemudian ditindak lanjuti dengan surat keputusan 

bupati Lombok tengah No :  62 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Pemerintah 

Kabupaten Lombok Tengah menjadi stakeholder mengelola PPID Utama 

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. 

 

2. Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi 

 

Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  PPID  Kabupaten  

Lombok tengah berdasarkan Peraturan Bupati No 35 tahun 2017. Memiliki 

susunan keorganisasian sebagai berikut  : 

a. Pembina  : Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah 

b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah 

c. Ketua : Asisten Administrai Umum 

d. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

e. Anggota 

- Inspektur Kabupaten Lombok Tengah 

- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  

- Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

- Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 

- Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi, Komunikasi 

Publik dan E-Government 

- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

- Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah 

- Fungsional Analis Kebijakan  

- Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda 

 

 

Dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 

 

1. Mengkoordinasikan dan menkonsolidasikan pengumpulan bahan 

informasi dan dokumentasi dari PPID SKPD, Badan Publik Lainnya 

dan Kecamatan; 

2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi 

pelayanan informasi kepada publik; 

3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; 

4. Melakukan uji konsekuensi atas infomasi yang dikecualikan; 

5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan 

6. Menyediakanin formasi dan dokumentasi untuk diakses 

oleh masyarakat. 
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Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Kabupaten Lombok Tengah 

 

3. Sarana dan Prasarana Layanan 

 

a. Desk Pelayanan Informasi 

Desk layanan informasi merupakan fasilitas layanan infomasi 

bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Desk informasi berlokasi di 

lantai Kantor Bupati Baru Gedung A Lantai 3, Diskominfo Kabupaten 

Lombok Tengah . 

 

Adapun  jam  operasional  pelayanan  adalah  setiap  hari  

kerja  dengan  jadwal sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Jam pelayanan informasi 

HARI JAM PELAYANAN ISTIRAHAT 

Senin - Kamis 08.00 - 16.00 WITA 12.00 - 13.30 WITA 

Jumat 08.00 - 15.30 WITA 11.30 - 14.00 WITA 

 

Layanan informasi tidak dipungut biaya, sedangkan untuk 

penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan secara 

mandiri, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi. 
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b. Portal Pelayanan Informasi 

Pelayanan keterbukaan informasi di Lingkup Pemerintah 

Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari aplikasi, website dan sosial 

media. Kerena di tengah era pelayanan digitalisasi menjadi bagian 

keharusan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok 

Tengah. 

 

Adapun alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah: 

1. Aplikasi ppid https://ppid.lomboktengahkab.go.id/ 

2. Apliaski Lapor  

https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kabupaten-

lombok-tengah 

3. Website Utama https://lomboktengahkab.go.id/ dan 

Website 46 OPD. 

4. Sosial media mulai dari Youtube, Instagram, page 

Facebook Diskominfo Lombok Tengah dan media sosial 

46 OPD. 

 

4. Sumber Daya Manusia 

 

Penanggung jawab pelayanan informasi publik di Kabupaten Lombok 

Tengah adalah Asisten Administrasi Umum yang di koordinasikan oleh 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Sekretaris PPID Utama 

Kabupaten Lombok Tengah dan dibantu oleh Aggota yang berisikan Pejabat 

eselon II, III dan Pejabat Fungsional antara lain Inspektur Kab Lombok 

Tengah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala 

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sekretaris Dinas Komunikasi dan 

Informatika, Kepala Bidang  Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bagian  Hukum Sekretariat 

Daerah, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah, Pejabat 

Fungsional Analis Kebijakan dan Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli 

Muda sedangkan untuk Penanggung Jawab di tingkat PPID OPD (pembantu) 

ada di bidang Sekretariat  di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-

masing yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan atau 

Sekretaris Camat yang bertindak sebagai kepala PPID OPD (pembantu)  dan 

dibantu oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. Untuk PPID 

Utama telah dikuatkan dengan di keluarkan SK Bupati Nomor  62  Tahun 

2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. 

 

5. Hasil Layanan Informasi Publik 

 

a. Permohonan Informasi 

Pada Tahun 2024 jumlah permohonan informasi publik yang 

masuk di aplikasi https://ppid.lomboktengahkab.go.id/ sebanyak 29 

permohonan informasi. Dengan rincian permohonan ditujukan kepada 

PPID Utama Kabupaten Lombok Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik, Baperrida, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Komunikasi 

dan Informatika, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman 

https://ppid.lomboktengahkab.go.id/
https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kabupaten-lombok-tengah
https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kabupaten-lombok-tengah
https://lomboktengahkab.go.id/
https://ppid.lomboktengahkab.go.id/
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Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, 

Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Camat 

Praya, Kantor Camat Pujut, Rumah Sakit Umum, Sekretarian Daerah, 

Sekretariat DPRD. 

 

Permohonan informasi publik yang diberikan sebanyak 18 

permohonan, 10 permohonan ditolak 1 permohonan diproses. dengan 

beberapa alasan seperti tidak melampirkan KTP, bukan permohonan 

informasi melainkan laporan yang sudah memiliki portal sendiri 

https://lapor.go.id, data yang diminta tidak dikuasai, permintaan 

informasi yang berulang dan setiap pemohon bisa mengetahui alasan 

tidak diberikan informasi publik secara detail melalui 

https://ppid.lomboktengahkab.go.id/cek-permohonan-informasi.html 

 

Berikut rekap permohonan informasi publik yang ditujukan 

kepada seluruh Organisasi Prangkat Daerah (OPD) periode Tahun 

Anggran 2024 yang masuk di aplikasi ppid.lomboktengahkab.go.id 

 

CETAK LAPORAN DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI 

TANGGAL 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 

 

  

https://lapor.go.id/
https://ppid.lomboktengahkab.go.id/cek-permohonan-informasi.html
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b. Daftar Inforormasi  Publik 

Daftar informasi publik (DIP) yang di publikasikan oleh 

Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten 

Lombok Tengah di aplikasi https://ppid.lomboktengahkab.go.id/  pada 

tahun 2024 sebanyak 319 DIP yang terdiri dari informasi serta merta 

sebanyak 13 DIP,informasi berkala 262 dan informasi setiap saat 

sebanyak 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ppid.lomboktengahkab.go.id/
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c. Daftar Permohonan Informasi Publik yang Ditolak 

Daftar Permohonan Informasi publik yang ditolak pada tahun 

2024 sebanyak 10 daftar informasi publik, karena beberapa alasan 

seperti tidak melampirkan KTP, data yang diminta tidak dikuasai dan 

permohonan informasi yang berulang-ulang. Permohoan informasi 

yang ditolak ditujukan kepada  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, Kantor Camat Pujut, Rumah Sakit Umum, Sekretariat 

Daerah dan Sekretariat DPRD. 

 

Berikut ini rekap laporan daftar informasi publik yang ditolak tahun 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Anggaran Layanan Informasi Publik 

 

Pada Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lombok Tengah menggarkan   

Rp. 14.829.700 untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik. 

 

7. Kendala Pelayanan 

 

Adapun beberapa kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebagai pelaksana PPID Utama. 

 

a. Kendala Internal 
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1. Belum adanya SDM atau petugas yang di siapkan khusus sebagai 

petugas pelayanan informasi di beberapa OPD. untuk sementara 

penugasannya dirangkap oleh SDM yang mengerjakan tugas lain 

sehingga pelayanan kurang optimal; 

2. Pemahaman dalam hal informasi publik yang boleh diberikan atau 

dikecualikan masih kurang, sehingga saat permohonan infromasi 

publik masih sering terjadi sengketa; 

3. Daftar informasi publik (DIP) belum diperbaharui secara berkala, 

dan kegiatan uji konsekuensi belum dilaksanakan secara 

maksimal; 

4. Ruangan pelayanan / desk informasi yang kurang representatif  

karena belum dilengkapi dengan sarana penunjang yang cukup 

baik; 

5. Dukungan anggaran yang belum maksimal. 

 

b. Kendala External 

1. Anggaran pendukung keterbukaan infromasi publik ke setiap 

OPD masih belum maksimal;  

2. Edukasi ke masyarakat luas tentang keterbukaan infromasi publik 

masih rendah; 

 

8. Kegiatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 

 

Adapun kegiatan pengutaan kapasitas dalam mendukung keterbukaan 

infomasi publik di Kabupaten Lombok Tengah selama Tahun Anggaran 

2024. Mulai dari Surat Keputusan Bupati Nomor  62  Tahun 2024 tentang 

Pembentukan Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menjadi pedoman untuk 

melaksanakan keterbukaan informasi publik. 

Kami juga telah melakukan Rapar Kordinasi Keterbukaan Infromasi 

Publik untuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Kabupaten 

Lombok Tengah pada 05 Desember 2024, untuk menekan tingginya sengketa 

informasi, dengan narasumber langsung ketua Komisi Infromasi Provinsi 

NTB Bapak Sansuri,S.Pt.,MM dan kegiatan dibuka langsung oleh Assiten III 

Setda Lomok Tengah Bapak Drs. H. M Zarkasi, berikut foto kegiatannya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Poto : Perwakilan PPID Desa  
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Dan dipertengahan tahun 2024 dilaksanakan juga kegiatan Bimbingan 

Teknis untuk Admin PPID Desa, ada 40 Desa  yang mengikuti kegiatan 

BIMTEK yaitu Desa Puyung, Desa Aik Mual, Desa Lajut, Desa Gapura, Desa 

Rambitan, Desa Montong Terep, Desa Batutulis, Desa Labulia, Desa 

Murbaya, Desa Segala Anyar, Desa Beleke Daye, Desa Ganti, Desa 

Sengkerang, Desa Bilelando, Desa Jero Puri, Desa Ketara, Desa Pengembur, 

Desa Batujangkih, Desa Mas-Mas, Desa Tampak Siring, Desa Setanggor, 

Desa Kerembong, Desa Janapria, Desa Mantang, Desa Kelebuh, Desa 

Lendang Are, Desa Setuta, Desa Kuta, Desa Ranggagata, Desa Bangket 

Parak, Desa Aik Darek, Desa Perina, Desa Bunkate, Desa Pengadang, Desa 

Saba, Desa Semparu, Desa Pengengat, Desa Sengkol, Desa Karang Sidemen, 

Desa Tibu Sisok, Desa Aik Bukak, Desa Darmaji, Desa Muncan, Desa 

Sukarara, Desa Prako. Ada 5 (Lima) Desa yang akan mengikuti Lomba Desa 

Gemilang Informasi Publik, dari Kabupaten Lombok Tengah yang diwakili 

oleh Desa Puyung, Desa Aik Mual, Desa Lajut, Desa Gapura, dan Desa 

Rambitan.   

Narasumber pada kegiatan BIMTEK diisi oleh Wakil Ketua Komisi 

Infromasi Provinsi NTB ,Bapak H Drs H M Zaini. Kegiatan ini untuk 

mendorong desa lebih memahami terkait Undang-Undang Keterbukaan 

Infromasi Publik, dimana kabupaten Lombok Tengah sengketa informasinya 

sudah masuk dilevel pemerintah desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Poto : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Wakil Ketua KI 
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C. Rekomendasi dan Tindak Lanjut 

 

Untuk meningkatakan pelayanan informasi publik  kepada masyarakat, PPID 

Utama Kabupaten Lombok Tengah telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan 

beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksankan pada tahun 2024, yaitu: 

1. Fasilitas layanan informasi publik perlu diperbaharui dan diperbaiki 

untuk kenyamanan interaksi antara pemohon informasi dan petugas 

layanan informasi,  

2. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pelayanan informasi melalui 

pelatihan serta peningkatan pemahaman SDM terkait keterbukaan 

informasi publik dan pelayanan prima. 

3. Penguatan kelembagaan PPID/PLID yaitu dengan mengintensifkan 

rapat-rapat koordinasi salah satunya dengan rapat tentang penetapan 

Tim PPID OPD. 

4. Melakukan klasifikasi informasi termasuk membuat daftar informasi 

yang dikecualikan dengan mengundang narasumber  yang 

berkompeten. 

5. Melakukan penambahan menu entry untuk pemohon dokumen secara 

offline di Aplikasi PPID Kabupaten Lombok Tengah. 

 

 

D. Rincian Sengketa Informasi  

 

Sengeketa informasi pada tahun 2024 ini masih sama sepertu tahun sebelumnya, 

yaitu berasal dari permohonan yang besifat offline dan belum tercatat di sistem 

aplikasi https://ppid.lomboktengahkab.go.id/. Ditahun 2024 terdapat 27 sengketa 

Informasi Publik Dikabupaten Lombok Tengah 11 dengan putusan ajudikasi, 5 

pembaatalan registrasi, 4 dengan penetapan Komisi Informasi dan 7 masih dalam 

proses. 

 

  

https://ppid.lomboktengahkab.go.id/
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Berikut Sengketa Infomasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Nusa 

Tenggara Barat . 
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E. Prestasi 

 

Dalam Katagori Desa Gemilang Informasi Publik Tahun 2024 Kabupaten 

Lombok Tengah memiliki 3 (tiga) wakil yaitu Desa Puyung, Desa Aik Mual dan Desa 

Lajut.  

 

Sedangkan dikancah Nasional Desa Aik Mual mewakili Nusa Tenggara Barat 

dalam mendapakat Apresiasi Keterbukaan Informasi Desa. Katagori Desa 

Berkembang dari Komisi Informasi Pusat. 
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F. Penutup 

 

Dengan demikian, laporan keterbukaan informasi publik tahun 2024 Kabupaten 

Lombok Tengah kami sampaikan sebagai wujud komitmen kami untuk menjaga 

transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Kami berharap informasi yang 

kami sampaikan dapat menjadi landasan bagi masyarakat untuk lebih memahami 

serta terlibat aktif dalam proses pembangunan daerah.  

 

Selain untuk memenuhi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik, laporan ini disusun sebagai bahan koreksi dan 

evaluasi terhadap kinerja PPID Utama Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dapat 

meningkatkan layanan dalam memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi.  

 

Laporan ini mencerminkan upaya PPID dalam melaksanakan tanggung jawabnya 

di tahun 2024. Ke depannya, PPID akan terus berkomitmen meningkatkan pelayanan 

dan keterbukaan informasi, demi terciptanya pemerintahan yang transparan dan 

partisipatif. 

Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan selama ini. 

 

 Praya, 8 Januari 2025 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Lombok Tengah, 

 

 

 

   Drs. H. Muhamad  

            NIP 196512311989031209 
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Lampiran Penghargaan 

1. Piagam Desa, Desa Aik Mual menerima penghargaan di Apresiasi Keterbukaan 

Informasi Desa Katagori Desa Berkembang Tingkat Nasional dari Komisi Informasi 

Pusat Tahun 2024. 

 

 

 

 

 

 


